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NOt\4olR ..ii... uHuN 201 0

TENTANG

PERUBA}IAN PERATURAN BUPATI NOIUIOR I52 TAHUN 
'IOO9

TENTANG PEDOMAN PENYIUSUNAN ANG.GARI\N PENDAIFI,ATAN
DAN BEI.ANJA DAIERAH KABUPATEN KATINGAN TAFIUN""

ANGiGARAN 2O1O

DENGAN RAHMA'T TUHAN YANG MAH,A ESA

BUPI\TI KATINGAN,

Menimbang : ra' bahwa urrtuk mernberikan kepastian agiar ketentuan-lrletentual
mengenai Pedornan penyusunan Anggaran pendapietan dan
Belanja Daerah Kabupaten Katingan-1'ahun nngtiran 20fi
sebagaimana dinrraksud peraturan Bupal.i Katingai- lr,llomor 52
tahun 20c)9 dapat diraksanakan dern tidal,r berteri"ngan denganketentuan peraturan perundanS;-undangan yand berralku,
dipandang perlu r,ntuk meninjau kiirmbari p:eraturan Eupati yangr
dimaksud;

.' tr. bahwa bendasarkian pertimbangan sebagarimana dimal,isud pada
fr-uruf a, perlu menetapkan perulrahan ietas peraturan Bupati
Katingan fr'lomor r!i2 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan
Anggaran Pendapratan dan Beranja Dae-rah Kabupaten katingan
Tahun Anggaran ;i:010.

l\4engingat : 'r. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2i:0a2 tentang KomisiPemberantasan r-indak pidana r,(orupsi (LembaranT NegaraRepublik lndonesia Tahun 2oo,2r. Nornoi 137, Tambahan
Lembaran lrlegara Nomor 42Se;

!l' Undang t/1dang lr'lomor 43 Tahun 11399 Tentang perubahan Atasundang u,dang rlomor 8 Tahun 1974 ]-entu"ng p;;k pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun lggu ruonror 169,

- :i, Undang-Undang [{omor 5 Tahun 2002 tentang pemtpntukan.
Kabupaten Kating;rn, Kabupaten seruyan, rKabupaten sukamara,



Kabupaten Larn;andau, Kabupate;n Gunung Mas, fl<(abupaten

Pulang Pisau, K.abupaten MurunE Rayar dan Kabupaten Barit,o

Timur di Provirrsi Kalimantan Tengerh (Lembarart Negar,a

Republik lndonesiia Tahun 2002 Nomor 1{1, Tambahan Lembaraur

Negara lr,lomor 4'l B0);

4. Undang-tJndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Talhun 2003
Nomor 4'l Tamb;ehan Lembaran Nregara h,lomor a286);

5. Undang-LJndang Nomor 1 Tahun j2004 tr:lntang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tamberhan Lembaran Nr:rgara },lomor 4355);

6. Undang-tJndang Nomor 10 Tahurrr 2004 tentang Pernbentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republlk
lndonesiia Tahun 2004 Nomor 53, fambi:han Lembarien Negara
Nomor 4389);

7. Undang-tJndang Nomor 15 Tahun 200.1 tentang Pemeriksaan
Pengeloliaan dan Tanggung Jawalr Keuangan Negara (Lembaran
Negara tiepublihl Indonesia Tahurn 200,{ Nomor 66, Tambahan
Lembararr Negara Nomor a4A0);

8. Undang-tJndang Nomor 25 l'ahun 2004 tentarug sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik lndonresia Tahun 2AO4 Nrnffror 104, "fambahan

Lembaran Negana Nomor 4421)',

9. Undang-lJndang Nomor 32 Tahun 200.{ tentang Pennerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Terhun 20A4
Nomor 125, -l-ambahan Lembaran Negara Nornor 4437)
sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Peraturan f:'emerintah Pengganti Undang-
Undang Nornor 3 Tahun 2005 terrtang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentanE Femerintahan Daererh
menjadi UndanE;-Undang (Lembaran Negara Republifir lndonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tamberhan Lernbaran Negara Nomor
4548), sebagarimana telah diulrah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahran Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Femerintaluln Daerah
(Lembaran Neglara Republik lndonesier Tahun 2008 Nomor B
Tambahan Lembaran Negara Nornor 48z14);

'110. Undang-tJndang Nomor 33 Tahurn 200,1 tentang penimbangan
Keuangan Antara Pemerintah pusat cnan pemerinterh Daererh
(Lembaran Negara Republik lndonesia 

.il-ahun 
2004 Nlomor 126,

Tambahan Lemharan Negara Nomor a4i)B);

111. Undang-undanEy Nomor 20 rahun 2003 tentang sistern
Pendidikan Nasional;

'12. Undang-Llndang Nomor g rahun 2009 tentang Baclan Hukum
Pendidikan;
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1,3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 -lahun 2004 tentanrg
Kedudukan Prolokoler dan Keu;lngan Pimpinan Darr Anggota
Dewan Perwakilrrn Rakyat Daerah ( Lenrbaran Negara Repubrfrk
lndonesi;r Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembarern Negara
Nomor ,+416) sr:bagaimana telarh diubah dengan peraturan
Pemerintiah Nonror 37 Tahun 2005 terrtang perubr;lhan atas
Peraturan Pemerintah Nomor :24 Talrun 2oo4 r(redudukan
Protokol<;r dan Keuangan Pimpinan Dan Anggotia Dewan
Perwakilern Rakyat Daerah (L"embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Nomor a5i40);

14. Peraturarr Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standerr
Akuntansi Pemenntahan (Lembaran Negi:ra Repubrik rndonesia
Tahun 2005 Nonnor 49, Tambahan Lernbaran Negara Nomo,r
4503);

1,5. Peraturan Pemerintah Nomor 54]-ahun ,1005 tentang pinjaman
Daerah (Lembariln Negara Repr"rblik lndonesia Tahun 200s
Nomor 131, Tamb,ahan Lembaran lrlegara Nomor 4S7O),;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan ( l-.embaran Negara Replrblik lndonesia Tahurr
2005 Nom or 137 , Tambahan Lernbaran Negara Nomor ,lS7S);

11'. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentanlg sistenr
lnformasi Keuanqan Daerah ( Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 11005 Nomor 138, Tamberhan Lembararn Negara
Nomor 4576),

1€1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahurr 2005 tentang Hibalr
Kepada Daerah ( Lembaran Negara Reprru[lik lndonesia Tahun
2005 Nomor 139, 'Tambahan Lemb;:ran Nclgara Nomor ,tl177).,

1st. Peraturan Pemerrintah Nomor 58 Tiehun 2oos tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembi:ran Negara Republik
Indonesia Tahun l?005 Nomor 140, Tambalran Lembarern Negarar
Nomor 4578)',

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman
Penyusunirn dan Penerapan standar pelayanan Minimal
( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nornor 150,
Tambahan Lembaran Negara Nomc,r a585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor B l-ahun 12006 tentang Laporan
Keuangan dan KirT erja lnstansi pemerinterh ( Lembaran Negara
Republik lndonesi;a Tahun 2006 Nornor 2s, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 461 );

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun zaoz tentang
Pembagian Urusan pemerintahan Antara pennerintahl
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan pemerintahan Daerah
Kabupaterr/Kota ( Lembaran Negi,rra Tal-run 2007 Nomor g3,
Tambahan Lembarian Negara Nomor 4737),

J



2:3. Peraturan pemerintah Norn or 41 -['ahun 
i?oo7 tentang organisasiPerangkat Daererh ( Lembaran Neglara Repubrik rndonesia Tahun2007 Nonror 99, Tambahan Lemberran r.r*gri; N; mor,4.741);

24. Peraturan presicjen Nomor s2 Tahun 2009 tentang -lr-ambahan
Penghasilan Bagi Guru pegawai Negerii;ipif; 

'- "'
25' Peraturan presiden Nomor 4g Tiahun 2o0g tentangPendanaan penclidikan;

26' Keputusan presiden Nomor g0 Tahun 1gg3 tentangPedoman peraksanaan pengadaan Barang jasa MirikPemerintah sehagaimana terJh dirubah reia*nir denga,Peraturan presiden Nomor 95 Tahun 20Ol;
27. Peraturan Menteri. Daram Negeri lrJomor 20 rahun 200rg tentangPedoman pengelolaan Keuanlan DAK Oi Oaeran;
2tl. Peraturan Daerarr Nomor 3 Tahun 200g tentang pri:mbagian

Urusan yang nrenjadi Kewenangrn 
-riun 

*il;i, KabupatenKatingan (Lemberran Daerah Kabu-paten k;r;;; Tahun 2008Nomor 3);

29. Peraturan Mente.,r Dalam Negeri Nomor .,r3 Tahun 200,13 tentangyPedoman pengeroraan KeuJngan Daer;,h sebagaimerna terahdiubah 
_derngan l)eraturan Mei-rteri Dari:m N"gJii r,romor 5gTahun 2007 tenti,rng Perubahan Atas peraturan-Mente.lri DalanrNegeri N.mor (, iahun 2006 te,tang pedomrn R"ng"roraanKeuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri N,cmor 2t5 Tahun 200g tentangPedoman penyusunan Anjgaran penrrapatan or., BeranjaDaerah Tahun An5;garan 2old:
31. Peraturan Menteri

Kerja Lembur Dan
Negeri Sipit

Keuangan Nornor 21,I?MK.OSI2OOT tentang
Pemberian Uang Lr:rnbur Bagi pegawai

32. surat Edaran Merrteri Daram Negeri Nomor goor261ilB,J Tanggar8 Novemb,er 2007 tentang Hibah'dan Bantuan Daerah
33. Peraturan presiden Nomor s2 Tahun 20r.)9 tentang TambahanPenghasilan Bagi Guru pegawai Negeri Sipit;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/pWK-o72oog tentangAlokasi dan pedorrran Umum Dana'r-ambarran i"ngnrriran GuruPegawai Negeri Sipil Daerah (pNSD); -".,

35. surat Edaran Menteri Daram Negeri Repubrik rndonesiia Nomor900/86/sJ tentangl penganggarai'r-arnbanun p"ngnasiran BagiGuru pNSD Tahun nnggara'n)O0s;
36 Peraturan Daerah provinsi Kalimant;an Te,gah Nomor2008 tentarrg Kelernbagaan Adat Dayak di liatima;i;"
37 Keputusan Guberrrur Kalimantan Tengah l,Jomor

tentang perrdanaan Bersama Belanja penrilihan

'flrO Tahun
Terngah;

188.44142t2010
Kepal;r Daerah



Menetapkan :

ffiry:X 'r[i|n' Daerah Provinsi Karirmantan rengah rahr:n

MEiMUTUSKAN
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TXIHUN 2O.,]9TENTANG PEDOITAN UMUM' P;TVVUSUNAN A^IIGGARA]NPENDAPATAN DAN ECLAN.JA DA,ERAH KAIIUPATE*KATINGAN TAH U N Ar.rCOEiAr,i}Or O.

Pasal I

Beberapa ketenl:uan dalam t-ampirern Peraturan Bupirti Katingan Nomor 52 Tahun2009 tentang pradoman peny;il;;" 
_Anggaran Fllioup"t.rn dan Beranja DaerarrKabupaten Katingan Tahun Afu;;;;;; zor 6]oiunrn r,io"gri lrerikut:

'A' Ketentuan Larnpiran 1 mengenai l(ebilakan pendapratan Daerah poin 5"3.2 DanaPerimbangan ditambanxan 6urui cisehingga berbunyi sebagai berikut:
c' Berdasarketn Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor s rahun 2010tentang Petunjuk reknis Penggunaan DAK biclang pendidikan Tahun 201(tsecara garis besar diatur seOagai berikut:

1' Alokasi DAK Bidang Pendidikan Perdaerah dan ilredoman Unium DAKditetapkan oleh Mentt! ri Keuerngan;

2. setiap Kabupaten/Kota p*nerima DAK rahun Anggaran 2010 wajibmenyediakan drnl. pendanrping dari npgo 
',iininrar 

sebesar 10% darialokasi diana yang diterrima;

3. Kebijakan penggunaan D,AK
Hibah/Block Grant ke sekolah
Undangarn sebagai berikut:

Bidang Pendidikarr melalui pemoerian
mengacu kepada lietentuan perundang_

1) Undanrg-undang lr,lomor 20 Tahun 200ii tente,rng sistem pr:rndidikan
Nasionral;

2) Undang-Undang Nomor g"l-ahun 2009 tentang Badan Hukum penrdidikan;
3) Peraturan presiden Nonror 4g rahun :2008 tentang pe,n(2n,rnpendidikan;

4) Keputusan presiden Nornor BO Tahun 1gg3 tentang pedoman
Pelaksianaan Pengadaan B{rng iasa vririt penrerintah sebagaimanatelah dirubah terakhin dengan perituran pi*io"n N,rmor 95 i;h;,, 2007;

5) Peraturan Menteri D;rlam Nlegeri Nomor 20 Tahun !100g tentang pedomanpengelolaan Keuangan DAt( Oi daerah.
B' Ketentuan Lampiran 1 mengenai h,iebrlakan pendapal;an Darerah poin 5.3.3. Lain-

f[|"??::,?:t'an 
Daeran iang s,:rn oitamb"h h;;;i c,d clan e yans n:,erbunyi

c' sehubungan dengan keriasama.pembiayaan subsidi/transportasi udara diKalimantan 'Iengah 
dengan pifraf< p"n"rnrng.n ij.n ke,rjasama pemrLlayaransewa transponder antara lremerirntah prornriGn li"r.rintah Kabupaten/Kota



di Kalimantan Tenga.h, mala yang mengadakan ikatan perjanjian der.rgan pihakketiga adalah pemerintah provinsi karimlntan rengah.
d' Penatausalraan pengeluaran kontribusi sebagairna"na h,.rruf c adalah sebagaiberikut:

- Urusan P,emerintah Daerah : pemerintah Umurn
- Organisar;i : Dinas pendapatan, pengelolaan Keuangan dan

,,{sset
- Kelompok belanja
- Jenis barang

. l3elanja Tidak lan,gsung
: lBelanja Bantuan KeuanE;an Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerinrlahan
olesa

- objek Belanja : Belanja bantuan l(euangi:n Kepada Frovinsi- Rincian objek Belanja : I3elanja bantuan l(euanlan kepaoa provinsi

e. Penerimaan dari hasir keriasrJ:iffilE;J:1?ilsporta,si udara di KarimantarrTengah dibukukan pada ayatlrerkening pendapatinn
- Urusan pemerintah dilerah: pemerintah umum
- organisas;i : Dinas pendapatan, pengt,rroraan Keuarrgan dan

As;set
- Kelompok pendapatarr : p,t\D
- Jenis Pendapatan : plandapatan dari pr:rngemhralian
- objek Pe.dapatan : p€)ndapatan dari perngemb,arian uang muka
- Rincian Olcjek Pendapatan: Pengsrnbalian Uarrg Mukar Fenerbaigarr perintis

c. Ketentuan Lermpiran '1 rrrengeni,ri beranja T,d;[" Langsung s.4.1.1 huruf (c)
Belanja Pegavrrai ditambah angka T yang bLrbunyi sebagii beikut:
7' a' Tambahan Penghasilan PITISD Kabupaterr Katirrgan yang tertund;r

pembayarannya pada Tahun Anggaran 200$ haru* lirngirrlian kembati
oleh setiap SKPD dan sud;ah hiius dibayankan pada Tiiwulan I Tahun
Anggaran 2}rc.

b. Sehubungan dengan Surat Eidaran dari Merrteri Dalam Negeri Republil,i
lndonesia Nomor 900/86/5J Perihal PengangElaran l'ambahan- perrrghasilan
Bagi Guru PNSD Tahun ltnggaran ZdOg-t:nususnya bagi yarrg belurn
menerima tunjangan profesi, maka Tambahian fengnasita-n buru pNSDr
Tahun Anggaran 2009 diberikan kepada guru secara iapel (mulai .l Januar[s/d Desember 2009) dibebankan pada nFgo Tahurr Anggaran 2{J10 yangl
dicantumkan pada:

1) Pendapatan Daerah, Kelornpok Lain-lain Perndapatan Daerah yiang Sah,
Jenis Pendapatan Dana penyesuaian dan Dana Otonomi Khusgs, Objek
Pendapatan 

^Dana 
pen,yesuaian serta Rincian objek T-iambahan

Penghasilan Guru pNSD l'ahun 2009.

2) Belanjra. D:.".r?h,_ Kerompok Beranja Tidak Langlsung, Jenir; Beranja
Pegawai, Oljek Belanja Pengtrasilan Lainnya sert,lr Rincian Obj,r:k Rapel
Tambaihan penghasilan Guru Tahun 2OOg

D. Ketentuan Larmpir-an 1. mengenai Belanja Tidak Langsurig poin 5.4.1 angka 4)Belanja Hibah huruf d ditanrbihkan sehinggu u"rounyi sebirgai berikut:
Standarisasi Flonorarium berkenaan defin Pemi[i Kepala Daerah Tahun 2010untuk unsur vertikal diatur sebagai loerikut;



BIAYA PEMII-uKADr\ pRoVlNSl Dl KAil3upA]"EN KATTNGAT,T

1 KPU KAB{.,pATENnroiA

Tenaga f,'endukurlf

13 l<.ecamatan

13 i(ecamatan

13 l(ecamatan

enag;a Satpam

2 Bendaha ra pemEirtulpW 
t<

1(i1 Desa

5 Sekretaris PPS

2 Urusan fet<nis penvetenggara

3 Urusan Teknis Keuangan

2 Anggota (Anggota4 & & --

POKJA KPU'GBLJ PATi+IIr<Or[

f fokja Sosiatrsasr- fatiapan
Penyelengllarain eer;ni fkad ;
a. Pengarahan

c. Ketua

'10'1 Desa

345 IPS

i 2 Pokja pernriGhirarla,aftar

Kert:/Desa/TPS

Anggota

7



Uraian
3 Pokja Penyusunan.Jadwal &

Elektronik paaa nemi,tuf<aEa erw
alteng

a. Pengarahan
b. Penaggungjawab

c. Ketua
d. Wakil Ketua
e. Sekretaris

f Anggota

I Pokja eenyirsunan B,:Oan
Penyelengrg,:ira AD lldck
Pemilukada

8

Tatacara f (ampan)^; pemilukada
a. Pengarahan

Pokja Monitoring pr;laksanaan

Kampanye Pemitulctaa
( diKa bu paten/t(ota li-.-

5 Pokja Pernantau a f,,emantauan

a. Pengarahan

f. Anggota 
- 

-----f3 
bt,

eoqa Aptii-si Sister:ri
Perhitungan Suira Si:cara
ruanuai a t'Lettronitlm t*i

d. Wakil Ketua

7 Po(jaKerlisarna
kanr Pemilih {lt program

Kampanye,jengan Mildia Cetak &

a. Pengarahan



d. Wakil Ketua

I Pokja Au<iit Daia Gmpany,i
Pasangan eit,cn Tetat padt
Pemilukarla

1 Kuasa een!lguna Ar€garan
2 Pembantu i3endah€trt

Verifikasi eeriyarat-an ff u f ungdn

ljjK$"t" i i:strmasllJmtah pndduk
2010 x 6 pasanSEjon)

Petugas Pen",,uk136ffi-fi.1;
Pemitih (ppop) izs.+a,;i p"nr*

E' Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan -l-engah/peraturan 
GubernurKalimantan Terngah, Ketentuan Lampiran 1 mengenai Br:lanja Tidak l-angsunglpoin 5'4.1 angrka 7) Belanja Hibah ditambah nurJr e sehinggi oerornvi sebagai

berikut:
e) Dalam rangka mendukung pelaf(sanaan program kerla dan operasional Majelis;Adat Dayak maka mengenai pembiayaannyr-dirt,ur sebargai berikut:1' Untuk merndukung pelaksaneran program kerja dan opLrasional Majelis Adal:Dayak Nasional di Kalimantan Tengah dan Dewan Adat Dayak provinsi,

maka Permerintah Daerah Provinsl wajib memberikan bantuanr melalui
^ 4lggaran Pendapatan dan Belanja Daera'h.2' Fungsionaris Lembaga Keclamangan diberikan_perrghasilan teterp setiapbulan ok=h Pemerintah Provinsi Kalimantarr tenglrr atau p,3merintah

Kabupaten Katingan melalui Anggaran Pendapatari dan Belanja DaerahProvinsi Karimantan Tengah atau xaoupaten Katingan ya;g cjisarurkandalam bentuk bantuan keuarrgan Pemerintah provinsl xatimaitarr Tengahatau Kabr-rpaten Katingan de,gan pengaturan besarnya tunjangan, sebagaiberikut:

No Uraian Satu,an KeciDesa./TpS lHlarga
u. rEililggUngjawa0 3 bln 4ii0.000
c. Ketua 3 bln 400.000

3 bhr 3150.000
e. Sekretaris 3 bln 300 000f Anggota 3 bln 2fi0.000

a. Pengarahan-- 2 bln 5i00.000
o. renaggunglawab 2 btt 450.000

2 bln 4 00.000
0. vvaKil n()tua 2 blrr 3,t,0.0u0
e. Sekretaris 2 bln 300.000
r. Anggota 2 blrr 2t;a.000

c PENGELoLT\ kEUAMiAT\MFu 
-_l xasupArEI,i

B bln 8E0.000l 8 bln I 400 00n
3 Bendahara irenSeluar.ln 

----
B bln f 6oonoo

I

Calon Perserlrangan
I

1 300

2 PPS
1 1.000

I

E

1 1.000

I

F Transport PPDP 34S TIIS 
-__.- 1l 100.000

I
I I



a Damang Kepala /rdat mernperoleh setara tr:njangan jabatan Eserlon lll.bb. Sekrertaris Damarrg Kepala Adat memperoleh Jertaia tunjangan jabatern
Eselo,n lV.a

c' Mantir Adat Kecamatan memperoleh setara tunjangan jabatan Eselqntv.b
d. Mantir Adat Desa/Kelurahan memperoleh setara tunjangan jabatan

Eselon V.a
Daftar Honor Damarrg

Uraian

2

Pembebanan
APBD K;abupaten

1 3
1 Damang Rp 480.000,-
2
g
4

Sekretars Darrrerng __Rp 240.000,-
Mantir Ariat Keqamatan

- Rp 290 000,-
Mantlr adat Desa/Kelurahan 8p 260.000,-

- Kelompok Belanja
- Jenis Belanja

- Objek Belanja

No Peml,'rebanalr
APBD Provinsi

1 Rp 5{)0.000
2
3

Se,krslsplt P, Rp 300.000 -
Melntir Adat Kecamatan Rp 200.000,-

4 M:rntir 46st Desa/kekriahal 100.000,..

4- Penatausahaan bel;anja pemberian tunjangan Fungsionaris ke<lamangan
adalah sebagai berikr.rt :

- Urusan Pemerintahan Daerah : pemerintahan Umum
- Organis;asi : Dinas pendapatan, pengelolaan

Keuangan di:ln Asset
: Belanja Tidak Langsung
: Belanja Bantuan Keuangan KeparJa
Provinsi/Kab/Kota dan pemerintahan Deser

: Belanja Barrtuan Keuangan Kep,6f,g
Provinsi

- Rincian Objek Belarija : Belanja Bantr:an Keuangan keparla

5 pembeb;anan ApBD pro'insit:".ffiff:i5't::J;isilb"r 
disarurka,

kerekening yang ber.sangkutan sebagaimana huruf e angka 4:

6' Dalam rangka tertib perencanaan dan administrasi keuangan daerah,maka Derw.an 
. 
Adat Dayak Kabupaten Katingan wajib menyampaikarrProgram Kerja dan usurern anggaran serta p*rtanggung' jawabarr

penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepacla Bupii kjirrgan.7. Mekanisrne 
. dan prosedur penyampaian usuran, peraksanaian danpertanggt.tng jawaban penggLrnaan bantlan keuangan daerah sebargaimanadimaksud pada ayat (r5) dialur: rebih tanjut oenjan plr,aturan guprti.'

F' Ketentuan Lampiran 1 mengenai Lleranja Langsung poin 5.4.2.2 huruf j angka 2)diubah sehingga berbunyi sJbagai berikut:

r0



2) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud point 5.4.2.2 huruf O berdasarkan
tingkat pendidikannya diktasilikasikan menjadi :

- Tenaga_ Ahli, |^"sli tenaga kontrak yang memiliki tingkat pr:ndidikan
minimarl Sarjana (S-1);

- Tenaga Pendukungt, bagi t,enaga kontrak yang merniliki tingkat pendidikan
Diploma 3 (D-3), lriekolah Menengah Umunr (sML,) oan yang sederajat,
Sekolarh Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat, dan Sekclf,ah Dasar
(SD) dan yang sederajat;

G. Ketentuan Lampiran 1 rnengenuri Belanja Langsung poin t1i.4.2.2 huruf j arngka 17)
dihapus.

Pasalll

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diunrJangkan.

Agar setiap clrang mengetahuinya, memerintalrkan pengunclangan peraturan Bupati
inidengan mranempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan rJi Kasongan
padir
tanggal t3rvrm+-l 2010
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